
 

 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  

            NOMOR 2 TAHUN 2014    

TENTANG 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 154 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka Kabupaten Pati perlu menyusun Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati tentang  Perencanaan Pembangunan Daerah; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

SALINAN 



 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

 



 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 

2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 56); 

 

 

 



 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

dan 

BUPATI PATI 

MEMUTUSKAN:     

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:   

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pati. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pati. 

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  

7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat 

Kabupaten Pati dalam rangka mencapai tujuan daerah. 

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 

berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu. 



 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 

selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun. 

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan 

bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan 

datang. 

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

17. Tujuan adalah realisasi dari misi yang spesifik dan dapat 

dilakukan dalam jangka pendek. 

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

 



 

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat 

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. 

21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa.  

22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat 

capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 

24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu 

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

26. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 

program. 

27. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan 

rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 

disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku 

kepentingan dalam rangka menyusun rencana   

pembangunan Daerah. 



 

29. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku 

kepentingan tingkat kabupaten untuk mematangkan 

rancangan dokumen perencanaan pembangunan jangka 

panjang, jangka menengah dan tahunan Kabupaten; 

30. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah antar 

pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk 

mendapatkan rekomendasi prioritas usulan permasalahan 

lintas Desa/Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan 

sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD; 

31. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah 

antar pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan untuk 

menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 

32. Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

Jaring Asmara adalah forum diskusi yang terdiri dari 

delegasi desa/kelurahan dan pemangku kepentingan tingkat 

kecamatan untuk merumuskan prioritas kebutuhan 

masyarakat lintas desa yang akan dibahas dan disepakati 

dalam Musrenbang Kecamatan. 

33. Forum SKPD kabupaten adalah forum diskusi antar SKPD 

yang mempunyai kesesuaian urusan, bersama delegasi 

kecamatan dan narasumber untuk membahas kesesuaian 

Rancangan Renja SKPD dengan hasil Jaring Asmara sebagai 

bahan Musrenbang Kabupaten. 

34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Bappeda adalah SKPD yang melaksanakan 

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.  

35. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 

1 (satu) tahun;  

36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD; 



 

37. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung 

atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak 

dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; 

38. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang 

dibutuhkan oleh peserta musrenbang untuk proses 

pengambilan keputusan hasil musrenbang. 

39. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta 

musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat 

yang lebih tinggi. 

40. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam 

memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi 

publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi 

teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam 

penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang 

partisipatif dan efektivitas kegiatan. 

41. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan 

pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan 

serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang 

berasal dari hasil rapat dengar pendapat dan/atau rapat 

hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang diputuskan 

dalam rapat paripurna.  

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan 

hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah yang berkelanjutan serta membentuk 

suatu siklus perencanaan pembangunan yang utuh. 

Pasal 3 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :  

a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

perencanaan pembangunan, baik antar pemangku 

kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar 

waktu, antar fungsi pemerintah dan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah;  



 

b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;  

c.  menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  

BAB III 

PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN 

Bagian Kesatu  

Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 4 

(1)  Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah provinsi dan 

nasional. 

(2)  Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah 

daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan 

peran dan kewenangan masing-masing. 

(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana 

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. 

(4)  Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan 

kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika 

perkembangan daerah dan nasional.  

Pasal 5 

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara 

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  

Bagian Kedua  

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 6 

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah 

bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan 

hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:  

a. teknokratik;  

b. partisipatif;  



 

c. politik; dan 

d. atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) 

BAB IV 

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi : 

a. penyusunan Rencana; 

b. penetapan Rencana; 

c. pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan 

d. evaluasi Pelaksanaan Rencana.  

Pasal 8 

(1)  Rencana Pembangunan Daerah meliputi:  

a. RPJPD;  

b. RPJMD; dan 

c. RKPD.  

 (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan urutan kegiatan :  

a. penyusunan Rancangan Awal;  

b. pelaksanaaan Musrenbang ;  

c. perumusan Rancangan Akhir; dan  

d. penetapan Rencana.  

Bagian Kedua 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Paragraf 1 

Penyusunan Rancangan Awal 

Pasal 9 

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD. 



 

(2) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah 

dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. 

(3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari 

SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah. 

Paragraf 2 

Pelaksanaan Musrenbang 

Pasal 10 

(1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan oleh 

Bappeda, dengan peserta perwakilan pemangku kepentingan 

pembangunan di daerah.  

(2) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, 

didahului dengan kegiatan konsultasi publik bersama 

pemangku kepentingan pembangunan di daerah.  

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka 

Panjang Daerah, ditetapkan oleh Bupati.  

Paragraf 3 

Perumusan Rancangan Akhir 

Pasal 11 

(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda 

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.  

(2)  Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) 

tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.  

(3)  Rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada DPRD, dalam 

bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling 

lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang 

berjalan.  

Paragraf 4 

Penetapan 

Pasal 12 

(1)  DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJPD pada tahun sidang berjalan.  



 

(2)  Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

peraturan daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 

Gubernur.  

Pasal 13 

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling 

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur 

dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.  

Pasal 14 

(1)  Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang 

RPJPD kepada masyarakat.  

(2)  Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah 

Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang 

RPJPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bagian Ketiga 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Paragraf 1 

Penyusunan Rancangan Awal 

Pasal 15 

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. 

(2) RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih. 

(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD, 

memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi 

lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. 

(4) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para kepala 

SKPD dan dikonsultasikan kepada publik untuk memperoleh 

masukan penyempurnaan. 

 

 



 

(5) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program 

pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana 

program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang 

tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah 

disempurnakan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh 

kesepakatan. 

(6) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dituangkan dalam nota kesepakatan yang 

ditandatangani oleh bupati dan ketua DPRD.  

Pasal 16 

(1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai 

dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1). 

(2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD 

kepada Bappeda. 

(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi 

rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-

SKPD sebagai masukan. 

Paragraf 2 

Pelaksanaan Musrenbang 

Pasal 17 

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). 

(2)  Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan. 

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan 

penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan 

RPJMD. 

(4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 4 (empat) 

bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. 

(5) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati. 

 

 



 

Paragraf 3 

Perumusan Rancangan Akhir 

Pasal 18 

(1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda 

berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1). 

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh 

Bupati. 

Paragraf 4 

Penetapan 

Pasal 19 

(1)  DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJMD. 

(2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah 

dikonsultasikan dengan Gubernur. 

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 

(enam) bulan setelah Bupati dilantik. 

(4)  Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada 

Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 20 

(1)  Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD 

kepada masyarakat. 

(2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Daerah dalam 

menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bagian Keempat  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Paragraf 1 

Penyusunan Rancangan Awal 

Pasal 21 

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD. 



 

(2) Rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD, mengacu 

pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. 

(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan 

awal RKPD bersama Kepala SKPD. 

(4) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana 

kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, 

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

(5) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), mencakup: 

a. pengolahan data dan informasi; 

b. analisis gambaran umum kondisi daerah; 

c. analisis ekonomi dan keuangan daerah; 

d. evaluasi kinerja tahun lalu; 

e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; 

f.  penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; 

g. perumusan permasalahan pembangunan daerah; 

h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan 

kebijakan keuangan daerah; 

i.  perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 

beserta pagu indikatif; 

j.  perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; 

k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan 

l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta 

pagu indikatif 

(6) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan 

hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan. 

Pasal 22 

(1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renja-SKPD sesuai 

dengan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 21 ayat (1).  



 

(2 Rancangan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.  

(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD dengan 

menggunakan rancangan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menjadi rancangan RKPD sebagai bahan 

musrenbang.  

Paragraf 2 

Pelaksanaan Musrenbang 

Pasal 23 

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi 

masyarakat. 

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun 

dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya. 

(3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, 

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap 

rancangan RKPD.  

(4) Pimpinan atau anggota DPRD, Pejabat dari 

kementrian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD provinsi, 

dan pejabat SKPD Kabupaten, atau dari unsur lain terkait 

diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD.  

(5) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lama pada akhir 

bulan Maret. 

(6) Musrenbang RKPD dimulai dengan tahapan Musrenbang 

Desa/Kelurahan, Jaring Asmara, Musrenbang Kecamatan dan 

Forum SKPD.  

Pasal 24 

(1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa/Kelurahan.  

(2) Musrenbang Desa/Kelurahan diikuti oleh Badan 

Permusyawaratan Desa, lembaga tingkat desa dan pemangku 

kepentingan pembangunan di Desa/Kelurahan. 

(3) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lama pada 

akhir bulan Januari. 



 

(4) Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dikoordinasikan 

oleh Camat.  

(5) Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai bahan 

pembahasan Jaring Asmara. 

Pasal 25 

(1) Jaring Asmara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  23 ayat 

(6) dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi pernyataan 

kebutuhan di tingkat kecamatan berdasarkan isu-isu strategis 

kecamatan, usulan kebutuhan lintas desa, hasil musrenbang 

desa/kelurahan dan proposal yang diajukan oleh masyarakat. 

(2) Pertemuan Jaring Asmara dipandu oleh fasilitator dan diikuti 

oleh delegasi desa/kelurahan dan wakil dari kelompok 

masyarakat serta pemangku kepentingan dalam lingkup 

kecamatan. 

(3) Jaring Asmara dilaksanakan paling lama pada pertengahan 

bulan Pebruari. 

(4) Hasil Jaring Asmara digunakan sebagai bahan pembahasan 

Musrenbang Kecamatan dan bahan masukan penyusunan 

Rancangan Renja SKPD.  

Pasal 26 

(1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat. 

(2) Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri dari peserta Jaring 

Asmara dan Kepala Desa dengan nara sumber dari anggota 

DPRD asal daerah pemilihan, Bappeda dan SKPD Tingkat 

Kecamatan.  

(3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lama pada akhir 

bulan Februari. 

(4) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dikoordinasikan oleh 

Kepala Bappeda. 

Pasal 27 

(1) Forum SKPD merupakan wahana sinkronisasi dan sinergi 

program dan kegiatan antar SKPD dalam satu rumpun. 



 

(2) Peserta Forum SKPD terdiri dari SKPD, delegasi kecamatan 

dan pemangku kepentingan lingkup kabupaten, dengan nara 

sumber pimpinan komisi dan anggota DPRD serta SKPD 

vertikal yang dikelompokkan sesuai dengan rumpun urusan. 

(3) Hasil dari Forum SKPD adalah Rancangan RKPD sebagai 

bahan Musrenbang Kabupaten. 

Paragraf 3 

Perumusan Rancangan Akhir  

Pasal 28 

(1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh Bappeda 

berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23  ayat (2).  

(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan 

hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang 

menunjukkan prakiraan maju.  

Paragraf 4 

Penetapan 

Pasal 29 

(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  

(2) RKPD ditetapkan paling lama pada akhir bulan Mei. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan 

penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.  

Pasal 30 

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD 

kepada  Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. 

(2) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD 

kepada masyarakat.  

(3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Daerah dalam 

penyebarluasan Peraturan Bupati tentang RKPD, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  



 

BAB V 

RENSTRA DAN RENJA SKPD 

Bagian Kesatu 

Renstra SKPD 

Pasal 31 

(1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.  

(2) Renstra-SKPD memuat visi dan misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

(3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan 

bersifat indikatif.  

(4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra-Kecamatan 

dengan berpedoman pada RPJMD.  

(5) Kelurahan sebagai SKPD menyusun Renstra-Kelurahan 

dengan berpedoman pada RPJMD.  

Pasal 32 

(1) Renstra SKPD disahkan oleh Bupati paling lama 1 (bulan) 

setelah penetapan RPJMD. 

(2) Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD 

setelah mendapatkan pengesahan Bupati.  

Bagian Kedua  

Renja SKPD 

Pasal 33 

(1) SKPD menyusun Renja SKPD.  

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada 

rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, 

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan 

yang berasal dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang 

Kecamatan. 

 



 

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan 

baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi 

bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. 

Pasal 34 

(1) Renja SKPD disahkan oleh Bupati paling lama 1 (bulan) 

setelah penetapan RKPD. 

(2) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD 

setelah mendapatkan pengesahan Bupati. 

BAB VI 

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Sumber Data 

Pasal 35 

(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan 

menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. penyelenggaraan pemerintah daerah; 

b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; 

c. Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan 

pegawai negeri sipil daerah; 

d. keuangan daerah; 

e. potensi sumber daya daerah; 

f. produk hukum daerah; 

g. kependudukan; 

h. informasi dasar kewilayahan; dan 



 

i informasi lain terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.  

Pasal 36 

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan 

informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem 

informasi perencanaan pembangunan daerah. 

(2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 

merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai 

satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. 

Pasal 37 

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama 

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pengolahan Data 

Pasal 38 

(1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 diolah melalui proses: 

a. analisis daerah; 

b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada 

daerah; 

c. perumusan masalah pembangunan daerah; 

d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan 

sumber pendanaan; dan 

e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. 

(2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata 

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

koordinasi dengan pemangku kepentingan. 

 

 

 

 



 

Paragraf 1 

Analisis Daerah 

Pasal 39 

(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi 

pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. 

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Bappeda bersama pemangku kepentingan. 

(3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis 

serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun 

perencanaan pembangunan daerah. 

Paragraf 2 

Identifikasi Kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah 

Pasal 40 

(1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah 

merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam 

pembangunan daerah. 

(2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat 

kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang 

diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat 

keterdesakan, dan kemampuan anggaran. 

Paragraf 3 

Identifikasi Kebijakan Daerah yang berdampak pada Kecamatan 

dan Desa/Kelurahan 

Pasal 41 

(1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada 

kecamatan dan desa/kelurahan merupakan upaya Daerah 

dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan 

program prioritas kecamatan dan desa/kelurahan dalam 

pembangunan di kecamatan dan desa/kelurahan. 

 



 

(2) Sinkronisasi kebijakan daerah dilakukan dengan melihat 

kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang 

diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat 

keterdesakan, dan kemampuan anggaran. 

Paragraf 4 

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah 

Pasal 42 

(1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan 

mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan 

masyarakat. 

(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh 

mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang 

dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

daerah. 

(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, 

pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan. 

Paragraf 5 

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif 

dan Sumber Pendanaan 

Pasal 43 

(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan: 

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka 

menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; 

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan 

c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang 

mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan 

kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. 

(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang 

direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi 

kebutuhan dana. 



 

(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain 

yang sah. 

Paragraf 6 

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah 

Pasal 44 

(1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah 

disusun dibahas dalam forum konsultasi publik. 

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

(3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. RPJPD; 

b. RPJMD; dan 

c. RKPD. 

Pasal 45 

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari 

forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal 

Rencana Pembangunan Daerah  oleh Bappeda bersama SKPD. 

Bagian Ketiga 

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah 

Pasal 46 

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi daerah; 

c. analisis isu-isu strategis; 

d. visi dan misi daerah; 

e. arah kebijakan;  

f. kaidah pelaksanaan; dan 

g. penutup. 

 



 

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi daerah; 

c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka 

pendanaan; 

d. analisis isu-isu strategis; 

e. visi, misi, tujuan dan sasaran; 

f. strategi dan arah kebijakan; 

g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; 

h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 

pendanaan; 

i. penetapan indikator kinerja daerah;  

j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan 

k. penutup. 

(3) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit mencakup : 

a. pendahuluan; 

b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 

c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka 

pendanaan; 

d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan 

e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan 

f. penutup. 

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit 

mencakup: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran pelayanan SKPD; 

c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 

d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 

e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif; 



 

f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD; dan 

g. penutup. 

(5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup: 

a. pendahuluan; 

b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; 

c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 

d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang 

menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; 

e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju 

berdasarkan pagu indikatif; 

f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program 

dan kegiatan; dan 

g. penutup. 

Bagian Keempat 

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 

Pasal 47 

(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD 

dilakukan oleh masing-masing SKPD. 

(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan 

oleh Bappeda. 

BAB VII 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pengendalian 

Pasal 48 

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan 

pembangunan daerah. 

 

 



 

Pasal 49 

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi: 

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

Pasal 50 

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan 

perencanaan pembangunan daerah sedangkan program dan 

kegiatan lingkup SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi 

dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan 

agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan 

pembangunan daerah. 

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh 

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi 

pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang 

dihadapi. 

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk 

laporan bulanan untuk disampaikan kepada Bappeda. 

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi 

rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan 

rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. 

Bagian Kedua 

Evaluasi 

Pasal 51 

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan 

daerah. 

Pasal 52 

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi : 

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 



 

c. hasil rencana pembangunan daerah. 

Pasal 53 

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan 

perencanaan pembangunan daerah dan program kegiatan 

lingkup SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. 

(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi : 

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan 

dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan daerah; dan 

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi 

Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana 

pembangunan daerah. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan 

daerah untuk periode berikutnya. 

Bagian Ketiga 

Perubahan 

Pasal 54 

(1)  Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum 

sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan; 

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau 

c. merugikan kepentingan daerah. 

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 



 

Pasal 55 

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan 

daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Masyarakat 

Pasal 56 

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang 

dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai 

dengan data dan informasi yang akurat. 

(3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat 

sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala 

Bappeda dan Kepala SKPD. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57 

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, 

masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana 

pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan 

Daerah ini.  

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal  58 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 24 Juli 2014 
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 TTD. 
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PENJELASAN 

ATAS 

 RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR  2 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

I. UMUM  

1. Dasar Pemikiran. 

 Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola 

kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, 

akuntabel, efektif dan efisien, harus didukung dengan perencanaan 

pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari sistem 

perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan 

Daerah dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan yang 

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 

ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 150 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

penyusunan perencanaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah.  

2. Ruang Lingkup  

Dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa Perencanaan 

Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka 

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan melibatkan 

masyarakat. 

 Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tersebut 

disusun dengan tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan 

musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana. 

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan 

sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan 

yang utuh.  



 

 Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan 

rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang 

terdiri dari 4 (empat) langkah.  

 Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana 

pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. 

Langkah kedua adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan 

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan. Sedangkan langkah ketiga adalah penyusunan 

rancangan akhir rencana pembangunan.  

 Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk 

hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 

Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka 

panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah 

ditetapkan dengan  Peraturan Daerah, dan rencana pembangunan 

tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan 

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang 

tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan 

penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala SKPD. 

Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil 

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing 

Kepala  SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.  

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan 

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan 

dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian 

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan 

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam 

dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja 

mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), 

manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan 

pembangunan, setiap SKPD berkewajiban melaksanakan evaluasi 

kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan 

fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja 

proyek pembangunan, SKPD mengikuti pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, 

materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu 

sebuah rencana. 



 

3. Proses Perencanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah  ini 

dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu: 1) penyusunan rencana; 2) 

penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) 

evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruh tahapan tersebut 

diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu 

siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah 

dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam 

seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: Pendekatan teknokratik, 

partisipatif, politik,  atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom-

up).   

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan 

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh 

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan 

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap 

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi 

dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan politik memandang 

bahwa pemilihan  adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat 

pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program 

pembangunan yang ditawarkan  masing-masing calon  Bupati/Wakil 

Bupati.  Oleh  karena  itu,  rencana pembangunan adalah penjabaran 

dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan  pada saat 

kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam 

perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana 

hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui 

musyawarah yang dilaksanakan baik di  Kabupaten, Kecamatan, dan 

Desa. 

4. Sistematika 

 Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip dan 

Pendekatan, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra 

dan Renja SKPD, Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.  

 



 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah 

timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan 

melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.  

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana 

pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan 

urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

  Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

Pasal 5 

Yang dimaksud dengan: 

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, 

dan rahasia negara. 

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah 

dan perubahan yang terjadi di daerah. 

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan 

terendah atau masukan tertentu dengan keluaran maksimal. 

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya 

yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal. 

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

perencanaan pembangunan daerah harus dapat 



 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangaan yang berlaku. 

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat 

dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah 

dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan 

melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi 

kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam 

pengambilan kebijakan. 

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan 

cara-cara untuk mencapainya.  

 “Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, 

pendapatan, gender dan usia. 

“Berkelanjutan” adalah suatu prinsip perencanaan yang memenuhi 

kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

“Berwawasan lingkungan” adalah suatu prinsip untuk 

mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus 

menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam 

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya 

manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan 

kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. 

Pasal 6 

 Huruf a  

 Yang dimaksud dengan “Pendekatan teknokratik” yaitu 

pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka 

berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara 

fungsional bertugas untuk itu.  

 Huruf b  

Yang dimaksud dengan “Pendekatan partisipatif” yaitu 

pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. 

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan 

menciptakan rasa memiliki.  

 

 

 



 

 Huruf c  

 Yang dimaksud dengan “Pendekatan politik” yaitu pemilihan 

Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena 

rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan 

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-

masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana 

pembangunan adalah dari agenda-agenda pembangunan 

yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam 

rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan politik 

juga mencakup proses-proses agregasi dan artikulasi 

kepentingan masyarakat oleh DPRD didalam rencana-

rencana pembangunan daerah.  

 Huruf d  

 Yang dimaksud dengan “Pendekatan atas-bawah (top down)” 

dan “bawah-atas (bottom up)” dalam perencanaan 

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil 

proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui 

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, 

provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.  

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas.  

Pasal 12 

 Cukup jelas.  

Pasal 13 

 Cukup jelas.  

Pasal 14 

 Cukup jelas.  

Pasal 15 

 Cukup jelas. 



 

Pasal 16 

 Cukup jelas.  

Pasal 17 

 Cukup jelas.  

Pasal 18 

 Cukup jelas.  

Pasal 19 

 Cukup jelas.  

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

Pasal 21 

 Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan 

daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan 

mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan 

kemampuan manajerial yang dimiliki. 

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen 

rencana yang memuat program dan kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam 

bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.  

 Ayat (5) 

Huruf a 

“Pengolahan data dan informasi” bertujuan untuk 

menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, 

informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen 

pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), 

hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang 

lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi 

pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap 

tahap perumusan penyusunan rancangan awal 

RKPD.  



 

Huruf b 

“Analisis gambaran umum kondisi daerah” 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal 

tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana 

keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan 

selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor 

atau berbagai aspek yang nantinya perlu 

ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian 

keberhasilan pembangunan daerah provinsi dan 

kabupaten. 

Huruf c 

“Analisis ekonomi daerah” dimaksudkan untuk 

menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah 

dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan 

sejauh mana indikator makro ekonomi daerah 

sesuai dengan yang diasumsikan dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah.  

Huruf d 

“Evaluasi kinerja tahun lalu” merupakan tahapan 

dalam penyusunan rancangan awal dengan 

memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil 

evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi 

kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk 

menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang 

belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% 

(seratus persen), untuk diusulkan lagi pada 

penyusunan RKPD tahun berikutnya. 

Huruf f 

“Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah” 

dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional 

berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang 

tertuang dalam RPJM Nasional maupun yang 

dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), 

melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi 

berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di 

wilayah provinsi yang tertuang dalam RPJMD 

provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD 



 

provinsi (rancangan awal) dan penelaahan 

pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD 

kabupaten yang direncanakan. 

Huruf g 

“Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD” adalah 

penelaahan kajian permasalahan pembangunan 

daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil 

rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat 

dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui 

reses. 

Huruf h 

“Permasalahan pembangunan daerah” merupakan 

gap expectation antara kinerja pembangunan yang 

dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta 

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan 

kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. 

“Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan 

Keuangan Daerah” dilakukan dengan mendasarkan 

pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi 

daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya 

dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah 

rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka 

pendanaan. 

Huruf i 

“Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 

Daerah beserta Pagu Indikatifnya” dilakukan dengan 

mengevaluasi lebih lanjut permasalahan 

pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan 

program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 

rencana dan kemungkinan perubahannya. Untuk 

kepentingan pendanaan pembangunan daerah, 

rencana pembangunan daerah menggunakan 

jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu 

Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III.  

 

 

 



 

Huruf j 

“Perumusan Program Prioritas beserta Pagu 

Indikatifnya” dilakukan dengan merumuskan 

program yang diselenggarakan oleh SKPD yang 

merupakan program prioritas baik secara langsung 

maupun tidak langsung mendukung capaian 

program pembangunan daerah atau prioritas 

pembangunan daerah dan berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan 

minimal. 

Huruf k 

“Pelaksanaan forum konsultasi publik” 

dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku 

kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk 

menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku 

kepentingan terhadap prioritas dan sasaran 

pembangunan pada tahun yang direncanakan. 

Huruf l 

“Penyelarasan Rencana Program Prioritas beserta 

Pagu Indikatif” dilakukan dengan mengemukaan 

antara program yang telah disusun dalam 

rancangan awal RKPD kemudian program tersebut 

diserahkan pada SKPD untuk disusun prioritas 

kegiatan, dalam penyusunan prioritas kegiatan 

SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah 

disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga 

terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan 

kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah 

dan SKPD.  

 Ayat (6) 

   Cukup jelas. 

Pasal 22 

 Cukup jelas.  

Pasal 23 

 Ayat (1)  

   Cukup jelas.  

 



 

 Ayat (2)  

   Cukup jelas.  

 Ayat (3)  

   Cukup jelas.  

  Ayat (4)  

   Yang dimaksud dengan “unsur lain terkait” adalah institusi 

pemerintah maupun swasta yang dapat memberikan 

informasi terhadap pelayanan kepada masyarakat antara 

lain, PT Pertamina, PT Telkom, PLN, BPJS Kesehatan, 

Rumah Sakit Swasta, PT Pusri, PT Petrokimia Gresik. 

  Ayat (5)  

   Cukup jelas.  

  Ayat (6)  

   Cukup jelas.  

Pasal 24 

 Cukup jelas.  

Pasal 25 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “pernyataan kebutuhan” adalah 

hasil analisis kesenjangan antara kondisi yang diharapkan 

dan kondisi yang saat ini. 

Usulan kebutuhan tingkat desa meliputi antara lain bidang 

lingkungan/infrastruktur, sosial, ekonomi, pelayanan 

umum. 

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 26 

 Ayat (1) 

   Cukup jelas.  

 Ayat (2)  

   Yang dimaksud dengan “SKPD tingkat kecamatan” adalah 

unit pelaksana teknis daerah yang ada di kecamatan. 

 



 

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 27 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “SKPD dalam satu rumpun” adalah 

sekumpulan SKPD yang mempunyai keterkaitan urusan 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Rumpun SKPD sebagaimana dimaksud dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu : infrastruktur, ekonomi dan 

sosial budaya. 

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

Pasal 28 

 Cukup jelas. 

Pasal 29 

 Cukup jelas.  

Pasal 30 

 Cukup jelas.  

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

Pasal 32 

 Cukup jelas.  

Pasal 33 

 Cukup jelas.  

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

Pasal 35 

 Ayat (1)  

 Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk 

memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana 

pembangunan daerah dari pemerintah daerah. 

Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW kabupaten. 



 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup Jelas. 

  Huruf b 

   Cukup Jelas.  

  Huruf c 

   Cukup Jelas. 

  Huruf d 

   Cukup Jelas. 

  Huruf e 

   Cukup Jelas. 

  Huruf f 

   Cukup Jelas. 

  Huruf g 

   Cukup Jelas. 

  Huruf h 

   Cukup Jelas. 

  Huruf i 

  Yang dimaksud dengan “informasi lain terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah 

informasi hasil-hasil pembangunan antara lain daerah 

dalam angka, kecamatan dalam angka, indek 

pembangunan manusia. 

Pasal 36 

 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah” adalah suatu proses pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali 

dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh 

suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah. 

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas.  

Pasal 38 

 Ayat (1)  

Cukup jelas.  



 

 Ayat (2) 

 Koordinasi dilakukan untuk: 

a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan 

pendanaan yang disusun oleh masing-masing SKPD; 

b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang 

dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai 

APBN; dan 

c. keterpaduan dan sinergitas rencana pembangunan daerah 

antara provinsi dengan kabupaten dan antar kabupaten. 

Pasal 39 

 Ayat (1)  

Cukup jelas.  

 Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

 Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa 

analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (cost and 

benefit), analisis kemiskinan dan analisis gender. 

Pasal 40 

 Ayat (1)  

Cukup jelas.  

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “keterdesakan” adalah sesuatu yang 

tidak bisa ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit, 

masalah daerah yang penting. 

Pasal 41 

 Cukup jelas.  

Pasal 42 

 Ayat (1)  

Cukup jelas.  

 Ayat (2) 

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan 

keterdesakan. 

 Ayat (3)  

Cukup jelas.  



 

Pasal 43 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah 

pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, 

dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu 

tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi 

biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun 

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju; 

Dasar penyusunan program, kegiatan dan pendanaan 

berlaku untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, 

Renstra SKPD dan Renja SKPD. 

   Huruf b 

Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan 

dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra 

SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk 

penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan 

Renja SKPD) 

  Huruf c 

Program disusun berdasarkan urusan wajib dan 

pilihan, serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat 

keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, 

sasaran, program. 

 Ayat (2) 

  Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan 

RKPD. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Pasal 44 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “Forum konsultasi publik” adalah 

wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, 

dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan 

kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-

atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi 

dan desentralisasi. 



 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

  Huruf c 

Yang dimaksud dengan “kerangka pendanaan“ adalah 

bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan 

kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. 

Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama 

antara Bappeda dengan SKPD yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah. 

  Huruf d 

    Cukup jelas. 

  Huruf e 

    Cukup jelas. 

  Huruf f 

    Cukup jelas. 

  Huruf g 

    Cukup jelas. 

  Huruf h 

    Cukup jelas. 

  Huruf i 

    Cukup jelas. 

 

 

 



 

  Huruf j 

Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, 

seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD 

lama yang akan berakhir dan dokumen perencanaan 

lain diatasnya menjadi pedoman sementara bagi 

pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama 

belum ada RPJMD baru. 

  Huruf k 

    Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga 

mengenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah 

dicapai. 

  Huruf c 

    Cukup jelas. 

  Huruf d 

    Cukup jelas. 

  Huruf e 

    Cukup jelas. 

  Huruf f 

    Cukup jelas. 

Huruf g 

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

    Cukup jelas. 

  Huruf c 

    Cukup jelas. 

  Huruf d 

    Cukup jelas. 



 

  Huruf e 

Yang dimaksud dengan “dana indikatif“ adalah rincian 

dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. 

Yang dimaksud dengan “pagu indikatif” adalah jumlah 

dana yang tersedia untuk penyusunan program dan 

kegiatan tahunan. 

  Huruf f 

    Cukup jelas. 

  Huruf g 

    Cukup jelas. 

Pasal 47 

 Cukup jelas. 

Pasal 48 

 Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

Pasal 50 

 Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

   Yang dimaksud dengan “pencapaian target” adalah 

kemajuan pelaksanaan kegiatan. 

 Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

   Cukup jelas. 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

 

 

 



 

Pasal 54 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

    Cukup jelas. 

  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” 

adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, 

terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan 

nasional. 

  Huruf c 

    Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

Pasal 56 

 Cukup jelas. 

Pasal 57 

 Cukup jelas. 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 
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